Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli
Daerah maka tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Belitung
Nomor 4 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian
sekarang, sehingga harus ditinjau kembali;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada
pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung tentang Retribusi Parkir;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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15.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Belitung Nomor 6 Tahun

1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah
Tingkat Il Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2000 Nomor 19);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG RETRIBUSI
PARKIR.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

a > N

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
Bupati adalah Bupati Belitung.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan
atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha
lainnya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
kepentingan orang peribadi atau badan.



8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan
tidak bermotor yang bersifat sementara.

10.Kendaraan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik
yang berada pada kendaraan itu sendiri termasuk kereta gandengan
atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

11.Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum dan/atau
tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir
kendaraan.

12.Pelayanan Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum
dan/ atau tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

13.Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang
berada ditepi jalan umum dan/ atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati.

14.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perudang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

20.Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi.
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21.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir yang berada ditepi jalan
umum.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum dan, tempat
khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah
Daerah.

(2) Jalan umum dan tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan parkir di tepi jalan umum dan, tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat
parkir ditepi jalan umum dan/ atau tempat tertentu.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7



Q) EES———

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya
penyelenggaraan pelayanan jasa dalam rangka memperlancar arus lalu
lintas jalan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi
jalan umum dan/ atau tempat tertentu serta jenis kendaraan bermotor.

(2) Tingkat kepadatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur
berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan
dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), ditetapkan sebagai berikut :

Tempat

No . Jenis Kendaraan Tarif Sekali Parkir
parkir

1 | Kategoril | a. Sedan, Jeep. Mini Bus, Pick | Rp. 2.000,-
Up dan Sejenisnya,;

b. Bus, dan Truk; Rp. 3.000,-
c. Alat Besar/ Berat; Rp. 20.000,- per jam
d. Sepeda Motor roda 3; Rp. 2.000,-
e. Sepeda Motor roda 2; Rp. 1.000,-
f. Sepeda. Rp. 500,-
2 | Kategori Il | a. Sedan, Jeep. Mini Bus, Pick | Rp. 1.500,-
Up dan Sejenisnya,;
b. Bus, dan Truk; Rp. 2.000,-
c. Alat Besar/ Berat; Rp. 15.000,- per jam
d. Sepeda Motor roda 3; Rp. 1.500,-
e. Sepeda Motor roda 2; Rp. 1.000,-
f. Sepeda. Rp. 500,-
3 | Tempat a. Sedan, Jeep. Mini Bus, Pick | Rp. 1.500,-
Khusus Up dan Sejenisnya,;
Parkir b. Bus, dan Truk; Rp. 2.000,-
c. Alat Besar/ Berat; Rp. 10.000,- per jam
d. Sepeda Motor roda 3; Rp. 1.500,-
e. Sepeda Motor roda 2; Rp. 1.000,-
f. Sepeda. Rp. 500,-

(4) Kategori jalan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus
parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan
ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan
dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan
perekonomian Negara dan Daerah.



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat
parkir ditepi jalan umum dan/ atau tempat tertentu.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati,
sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 11

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Pemungutan retribusi sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan
dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara
keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain
yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1
X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
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(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib
retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau
menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayaran
retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh
Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat
peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus
melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIlI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau



kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB XIV

KADALUWARSA
Pasal 17

(1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila
wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau

b. adanya pengakuan utang retrubusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Waijib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan peyidikan tindak pidana, di bidang retribusi Daerah,
sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana tersebut pada ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;



b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta
melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahil yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik
umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya,;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.
(3) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dituangkan dalam berita acara untuk setiap tindakan penyidikan yang
meliputi :

pemeriksaan rumah;

o ®

pemasukan rumabh;

penyitaan benda;

a o

pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan
Negeri melalui Penyidik Polri.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Belitung Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir
di Tepi Jalan Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum
diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Belitung Nomor 4 Tahun 1999 tentang
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Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 1999 Nomor 8 Serie B), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Oktober 2008

Pj. BUPATI BELITUNG,
Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO
Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

Cap/Ttd.
MULGANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 6



